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ABSTRAK

Pembagian waris seringkali menjadi awal timbulnya sengketa. Dalam
pembagian waris berdasarkan hukum Islam permasalahan pembagian waris
dapat disebabkan kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
tentang pembagian haknya seperti halnya pada hak waris keponakan yang
menjadi ahli waris pengganti jika terjadi sengketa dengan anak angkat
penerima wasiat wajibah.

Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut
tentang kedudukan serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan
hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan
data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima
wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Hak
waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan
ahli waris yang digantikannya. Apabila yang digantikan adalah ahli waris
Ashobah maka ahli waris pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika
sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-
bagian harta waris diberikan kepada Dzawil Furud. Apabila yang digantikan
adalah ahli waris Dzawil Furud maka bagiannya adalah sama dengan bagian
yang diterima ahli waris yang digantikannya.

Kata Kunci : Waris, Wasiat, Wasiat Wajibah



ABSTRACT

Distribution of inheritance commonly stimulates the occurrence of
dispute. The disputeistypically caused by void of norm within the Compilation
of Islamic Law concerning distribution of rights in related to nephew/niece
who becomes surrogate heir if there was dispute with adopted child.

The present study tries to elaborate further about position coupled with
inheritance rights of nephew/niece as surrogate heir and adopted child as the
mandatory heir.

The method used in the present study is a normative legal research,
namely legal research which is conducted by examining the library materials
or secondary law while in finding and collecting the data is done by two
approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study concludes that portion of adopted child is one-third
from the inheritance property. Meanwhile, the portion of nephew/niece as
surrogate heir is based on the position of the heir that is replaced. When the
heir that replaced is Ashobah, therefore surrogate heir will receive all the
inheritance property if he/she is the only heir within the family. Furthermore,
he/she will receive remainder of inheritance property after all parts of the
inheritance property are given to Dzawil Furud. When he/she has the same
position as Dzawil Furudtherefore the inheritance property will be divided
equally with the nephew/niece as the surrogate heir.

Keywords : Inheritance, Will, Mandatory Will
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
1. Kedudukan keponakan dan anak angkat penerima wasiat wajibah adalah
sebagai berikut :

a. Keponakan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Islam adalah
sebagai ahli waris pengganti (mawali). Keponakan baru dapat menjadi
ahli waris apabila sudah tidak ada lagi ahli waris ashobah yang terdekat
dengan pewaris. Apabila pewaris meninggalkan ahli waris ashobah maka
keponakan terhijab sebagai ahli waris

b. Anak angkat bukan merupakan golongan ahli waris dalam hukum
islam karena pewarisan terjadi akibat adanya hubungan darah dan
hubungan perkawinan. Anak angkat dapat memperoleh bagian waris
berdasarkan wasiat wajibah

2. Bagian dari anak angkat penerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai sebanyak-
banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan tersebut dapat disimpangi jika ahli
waris yang lain menyatakan secara tegas ikhlas menerima adanya bagian
wasiat wajibah yang melebihi 1/3 bagian tersebut. Bagian keponakan
sebagai ahli waris pengganti disesuaikan dengan 4 (empat) kondisi, yaitu :

a. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara perempuan pewaris
maka yang menjadi bagian dari keponakan adalah %2 bagian. Hal ini

merujuk pada ketentuan Pasal 182 KHI.



b. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris,
maka kedudukan keponakan sebagai ahli waris apabila ia keponakan
perempuan, maka bagiannya adalah %2 bagian jika ia mewaris sendiri atau
2/3 bagian jika ia mewaris bersama-sama saudara perempuan lainnya.

c. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris maka
kedudukan keponakan yang menjadi ahli waris pengganti apabila
keponakan tersebut laki-laki, maka ia akan menjadi ahli waris ashobah,
yang bagiannya menghabiskan sisa bagian harta warisan.

d. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris maka
kedudukan keponakan yang menjadi ahli waris pengganti apabila
terdapat keponakan laki-laki bersama saudara perempuannya, maka
bersama-sama akan menjadi ahli waris ashobah yang bagiannya
ditentukan dua banding satu.

Dari pembagian hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah dengan
keponakan sebagai ahli waris pengganti tersebut, apabila keponakan yang
menjadi ahli waris pengganti adalah keponakan perempuan maka masih akan
ada sisa bagian waris yang belum terbagi. Sisa bagian waris yang belum
terbagi habis tersebut dapat dibagi lagi dengan cara aul. Pembagian secara aul
terjadi jika harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan
bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka
penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu

harta warisan secara aul menurut angka pembilang.



4.2. Saran

1. Perlu dibuat regulasi khusus yang mengatur mengenai keponakan sebagai ahli
waris agar tidak terjadi kekosongan hukum.

2. Perlu adanya pemahaman mengenai bagian warisan anak angkat dan

keponakan untuk menghindari terjadinya sengketa akibat pewarisan.
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